
♦ 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 23 TAHUN 20!3 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARA: 

PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.A 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 
(I) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam cgeri Nor:or 
33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 
AAnggaran 2020, perlu disusun suatu Petunjuk Teknis 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
Rencana Kerja dan AAnggaran Perangkat Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945: 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 65, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1 106); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lerbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4285); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

KAPO KABA!KADIS/ 
KARO 

~ 
Dipindai dengan CamScanner 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Norn or 4400); 

6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tam bah an Lem bar an 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcberapa kali 
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indocnsia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pcngelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali clan terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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15. 

16. 

17. 

18. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
547); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Brita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Norn or 3); 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi KaJimantan Barat Nomor 6); 

Menetapkan MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT 
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 
2020. 

Pasa1 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

4. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 
Januari sarnpai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecua1i 
ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
selanjutnya disebut dengan kepala PD yang mempunyai tugas 
melaksanakan penge]olaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 

7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai 
fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola 
keuangan daerah. 
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8. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD 
adalah dokumen perencanaan dan pcnganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta 
rencana pembiayaan scbagai dasar penyusunan APBD. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA- 
PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
olch pengguna anggaran. 

10. Dokumcn Pclaksanaan Anggaran Lanjutan PD yang selanjutnya 
disingkat DPAL-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pcngguna anggaran. 

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan 
nggaran badan/dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku 
Bendahara Umum Dacrah. 

12. Dokumen Pclaksanaan Perubahan Anggaran PD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan, belanja dan pcmbiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan perubahan anggaran olch pengguna anggaran. 

13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKBMD, adalah dokumen perencanaan kcbutuhan barang milik 
dacrah untuk periode 1 (satu) lahun. 

14. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKPBMD, adalah dokumen perencanaan 
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah untuk periode l (satu) 
tahun. 

15. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah 
dokumen perencanaan kegiatan yang berisikan uraian tentang latar 
belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan 
hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

Pasal 2 

Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2020, meliputi 
a. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan; dan 
b. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja. 

Pasal 3 

Petunjuk teknis penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 21 mi 20\ 

n SUBERNUR KALIMANTAN BARAT, / 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 21 mCi 20\ 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

°6 
A. L. LEYSANDR1 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN V NOMOR 2 
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LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2019 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN 
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN 
BARAT TA\HUN ANGGARAN 2020 

I. Gambaran Umum : 
1. Pemerintah Dacrah menctapkan target pendapatan dan capaian kincrja 

setiap belanja, baik dalam kontcks daerah, satuan kerja perangkat 
daerah, maupun program dan kcgiatan, yang bertujuan untuk 
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjclas 
efcktifitas dan efisicnsi pcnggunaan anggaran. Program dan kegiatan 
harus mcmbcrikan informasi yang jelas dan tcrukur scrta mcmiliki 
korclasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan 
kcgiatan dimaksud ditinjau dari aspck indikator, tolok ukur clan target 
kinerjanya. 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Tcknis Dacrah, Biro 
dan UPT menyusun RKA-SKPD untuk Anggaran Bclanja Langsung 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. RKA-SKPD disusun dcngan menggunakan pendckatan kerangka 

pengc]uaran jangka mencngah daerah, penganggaran terpadu dan 
pcnganggaran berdasarkan prestasi kerja; 

b. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kcrja dimaksud 
berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, 
analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar 
pelayanan minimal. 

c. Indikator kinerja yaitu ukuran kebcrhasilan yang akan dicapai dari 
program dan kegiatan yang dircncanakan. 

d. Capaian kinerja yaitu mcrupakan ukuran prcslasi kcrja yang akan 
dicapai berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 

c. Analisis standar belanja yaitu merupakan penilaian kewajaran atas 
bcban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
kegiatan. 

f. Standar biaya yaitu merupakan harga satuan setiap unit 
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditctapkan dengan 
Peraturan Gubernur. 

3. Pcnyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas 
pclaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 
rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi 
tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang 
direncanakan oleh setiap Saluan Kerja Perangkat Dacrah harus terukur 
yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

4. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan agar 
mempedomani Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan Standar 
Biaya serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan besaran 
harga/biaya yang dianggarkan dalam APBD diatur dcngan Peraturan 
Gubcrnur. 
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II. Tata Cara Penyusunun Angynn 
A. Teknis Penvusumun Rencnn Krju dun An;pun 'tun Iv1ju 

Perangkat Daerah (RKA-SKID) Tahun Anpyrun 00 memell 
pemahaman sebagai berikut ; 
I. Target kinerjn yang ditetapknn, mwrupukmn renennn line jn_swhul 

SPD dalam ranpka melaksanakan tuns dn fungi SKID, dun alt 
penugasnn prioritns pembanpuunun national dlm tnpkn menu+pt 
tujuan dan sasnran strnteis pembntyunumn «dwnh yiy 
dilaksanakan oleh SKPD; 

2. Informasi kinerja yang ndn dnlm RKA SKPD mcliputi: 
a. Program, outcome program, indikntor kinerju tum roan, 

dan 
b. Kegiatan, output kegiatan, indikator kincrjn kegiatan. 

3. Informasi tcrscbut merupakan kcbijnknn kinerja ynnp dittnpk 
dan bersifat Daku serta menjadi referensi dalam pwnentuan lokavi 
pendanaannya, Informasi tersebut juyn tclah terentumn dalam 
dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan cnja SKD. 

4. Program dan kegiatan yang dilaksanuknn oleh SKPD :wlruhnya 
dalam kcrangka pelaksanaan tugas funsi SKPD dan ntatt 
penugasan prioritas pembangunan daerah. Olch karena itu 
peruntukan alokasi anggaran harus memperhntikan urutan prior1ta 
sebagai bcrikut : 
a. Kcbutuhan anggaran untuk biaya opersional SKPD yam1 

sifatnya mcndasnr, seperti alokasi untuk Ganji, honorarium dam 
tunjangan, serta operasional dnn pemcliharaan perkantoran; 

b. Program dan kegiatan yang mendukung pencapainn priorits 
pembangunan nasional, prioritas pembanuunan bidang dan/atatt 
perioritas pembangunan daerah (limensi kewilayahan) yan 
tercantum dalam RKPD Tahun 2020; 

c. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat 
tahun jamak (multi years). 

5. Penyusunan RKA-SKPD mcnggunakan KAK RKA-SKPD scbapai salah 
satu data pendukung. SKPD menyusun informasi kincrja bescrta 
alokasi anggarannya dalam KAK RKA-SKPD. Informasi yang tertuan 
dalam KAK RKA-SKPD per SKPD dirckapitulasi dalam dokumcn 
SKPD. Dalam hal ini SKPD menyusun KAK RKA-SKPD denga 
mcmasukan komponen input bescrta kcbutuhan dana untuk 
menghasilkan output kegiatan sesuai tugas dan funsi. 
KAK merupakan gambaran umum dan penjclasan menenai kegiatan 
yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, 
Dalam KAK tcrcakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator 
keluaran dan keluaran, car pelaksanaan kwgiatan, pelaksana dam 
penanggung jawab keiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiutan. 

6. Dalam rangka pclaksanaan pengarusutamaan gender dalant 
pembangunan Provinsi Kalimantan Bart dan mewujudkan 
Anggaran Responsif Gender (AG) mnaka SKPD dalm penyusunn 
RKA-SKPD agar melampirkan hasil analisn gender mcllui Gender 
Analysis Pathway (GAP) yang dituangkan dalm dokumen Gender 
Budget Statement (GBS) yang sudah diasistcnsi olch SKPD Teknis. 
a. ARG adalah anggaran yang respon terhadap kcbutuhan 

perempuan dan laki-laki yang (utjuannya untuk mewujudkn 
kcscjahteraan dan keadilan gender; 

b. GAP merupakan salah satu analisis gender yang perlu dilakuknn 
pada tahapan awal proses perencanann dan pengangparu 
res 

Dipindai dengan CamScanner 



c. OBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output 
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, 
dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kcgiatan 
untuk menangani permasalahan kescejahteraan gender. 

7. Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing output 
kegiatan, disusun dalam komponen-komponen input sesuai 
klasifikasi jenis belanja dan sumbcr dana. 

8. Penghitungan kebutuhan dana komponen input berdasarkan pada 
standar biaya dan/atau kepatutan dan kewajaran harga apabila 
tidak diatur dalam standar biaya. 

B. Penyusunan RKA-SKPD 
Kepala SKPD, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Biro selaku 
Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) menyusun 
RKA-SKPD yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. 
RKA-SKPD disusun harus mempedomani : 
1. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat tentang Pagu Sementara 

Tahun Anggaran 2020; 
2. Dokumcn RPJMD, Rentra SKPD, RKPD, Renja SKPD, RKBMD, dan 

RKPBMD. 
3. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-SKPD; 
4. Standar Biaya, Standar Satuan Harga Barang dan Jasa; dan 
5. Kode Rekening. 
Selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun tersebut, ditandatangani 
oleh pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran (PA/KPA). RKA-SKPD yang telah disusun tersebut 
disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan 
tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang batas tanggal 
penyampaiannya akan ditetapkan dalam surat Edaran Gubernur 
tentang Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020. 
Kepa1a Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
menetapkan jadwal pembahasan bersama (Asistensi RKA-SKPD) antara 
SKPD dengan TAPD dan PPKD. 
Apabila terjadi perubahan RKA-SKPD berdasarkan hasil kesepakatan 
dalam pembahasan bersama (Asistensi RKA-SKPD) antara TAPD dengan 
SKPD, dilakukan penyesuaian RKA-SKPD. Selanjutnya RKA-SKPD yang 
telah ditc]aah menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Seluruh dokumen pendukung RKA-SKPD tersebut diatas, disalin dalam 
bentuk data elektronik dengan menggunakan program aplikasi yang 
servernya berada pada PPKD. 

III. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan 
Kcpala SKPD menyusun Rencana pendapatan yang memuat kelompok, 
jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang 
dipungut/dikelola/ditcrima oleh SKPD yang bcrsangkutan kedalam RKA 
Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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IV. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja 
A. Belanja Tidak Langsung 

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Belanja Pegawai 

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri 
Sipil Dacrah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan 
gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pcm berian gaji ketiga be las 
dan gaji keempat be1as. 

b. Penganggaran be]anja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan 
Calon PNSD dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(P3K) sesuai formasi Tahun 2020. 

c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji 
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi 
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 
maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja 
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 

d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan keseha tan bagi 
Gubernur /Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta 
PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan 
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pcrubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk 
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan 
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota 
DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan 
kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan 
dianggarkan dalam APBD. 

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan 
kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan 
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara. 
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan 
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta 
Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD 
disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil 
Negara sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang- 
undangan. 

f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan 
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 58 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan dan penentuan 
kriterianya ditetapkan tcrlebih dahu]u dengan peraturan 
Kepa]a Daerah sebagaimana diatur da]am Pasal 39 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 
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g. Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD 
dimaksud mcmperhatikan aspek efisicnsi, cfektivitas, 
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. 

h. Pegawai, obyck Gaji dan Tunjangan, dan rincian 
obyek belanja secsuai dengan kode rekening berkenaan. 

2. Belanja Bunga 
Pemcrintah Daerah mcnganggarkan belanja bunga digunakan untuk 
mcnganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas 
kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman 
scbagaimana maksud Pasal 60 Pcraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Dae rah. 

3. Belanja Subsidi 
Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada 
pcrusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan 
publik, antara lain dalam bentuk pcnugasan pelaksanaan Kewajiban 
Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja 
Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga 
tertentu agar harga jual dari hasil produksinya tcrjangkau o1eh 
masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/1cmbaga 
tertentu yang diberi subsidi terscbut mcnghasilkan produk yang 
merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang 
banyak. 
Sebclum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD 
Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi 
harus terlcbih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketcntuan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam 
Negcri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011. 

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 
Penganggaran bclanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari 
APBD mempcdomani pcraturan Gubernur yang mengatur tata cara 
penganggaran, pclaksanaan dan penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi 
hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 
ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pcdoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 
APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Keempat Atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan 
lain di bidang hibah dan bantuan sosial. 

5. Bclanja Bagi Hasil Pajak 
a. Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber 

dari pcndapatan pemcrintah provinsi kepada pemerintah 
kabupatcn/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah 
yang bcrsumbcr dari pcndapatan pemerintah provinsi 
dianggarkan secara bruto, scbagaimana maksud Pasal 24 
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut 
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun 
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2019 yang bclurm dircalisasikan kcpada pcmcrintah 
kabupaten/kota ditampuny dalam Pcrubahan APBD Tahun 
Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bag;i Pemerintah 
Dacrah yang tidak mclakukan Perubahan APBD Tahun Angyaran 
2020. 

b. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumbcr dari retribusi 
dacrah Provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD 
Tahun Anggaran 2020 scbagaimana maksud Pasal 94 
Undangg-Undang, Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (6) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 'Tahun 2019. 

c. Dari aspck tcknis penganggaran, bclanja bagi hasil pajak 
dacrah dan retribusi dacrah dari pcmcrintah provinsi kcpada 
pemcrintah kabupatcn/kota dan bclanja bagi hasil pajak 
dacrah dan retribusi dacrah dari pemcrintah kabupaten/kota 
kcpada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke 
dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan 
pemerintah desa selaku pencrima scbagai rincian obyck 
pencrima bagi hasil pajak daerah dan retribusi dacrah sesuai 
kode rckening berkenaan. 

6. Belanja Bantuan Keuangan 
a. Bclanja bantuan keuangan dari pcmcrintah daerah kepada 

pemerintah dacrah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD 
sesuai dengan kemampuan keuangan dacrah sctelah alokasi 
bclanja yang diwajibkan olch peraturan perundang-undangan 
dipenuhi olch pcmcrintah dacrah dalam APBD Tahun 
Anggaran 2020. 
Bclanja bantuan keuangan terscbut, harus didasarkan pada 
pertimbangan untuk mcngatasi kesenjangan fiskal, 
membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang 
tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pcmbcrian 
bantuan keuangan terscbut, scrta dalam rangka kerjasama 
antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing 
dacrah. 
Pemberian bantuan kcuangan dapat bcrsifat umum dan 
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum 
digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan 
menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan 
daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas 
wilayah yang ditctapkan dengan peraturan Kepala Dacrah. 
Bantuan kcuangan yang bersifat khusus digunakan untuk 
membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah 
daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan 
pemerintahan yang mcnjadi kewenangan penerima bantuan. 
Pemanfaatan bantuan kcuangan yang bersifat khusus 
ditetapkan terlebih dahulu olch pemberi bantuan. 
Dari aspck tcknis penganggaran, dalam APBD pemberi 
bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah 
daerah selaku pencrima bantuan keuangan scbagai rincian 
obyek penerima bantuan kcuangan sesuai kode rckcning 
berkenaan. 

b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan 
dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada 
jenis belanja bantuan keuangan, obyck belanja bantuan 
keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja 
nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran 
penganggaran bantuan kcuangan kepada partai politik 
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berpedoman kcpada Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 
2009 tcntang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, 
scbagaimana tclah diubah bcberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tcntang Bantuan Keuangan Kcpada Partai Politik dan 
Pcraturnn Mcnteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Kcuangan Partai Politik scbagaimana telah diubah dengan 
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 'Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik. 

7. Bclanja Tidak Terduga 
Penganggaran bclanja tidak terduga dilakukan secara rasional 
dcngan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan 
kemungkinan adanya kcgiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat 
diprediksi scbelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah 
daerah. Bclanja tidak tcrduga merupakan belanja untuk mcndanai 
kcgiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi 
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, 
pcnanggulangan bcncana alam dan bencana sosial, kebutuhan 
mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program clan 
kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, tcrmasuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 

B. Belanja Langsung : 
1. Belanja Pegawai 

a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran dacrah, 
penganggaran honorarium bagi PNSD memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran 
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu 
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja 
kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tcrsebut, pemberian 
honorarium bagi PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada 
pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dalam kegiatan benar- 
bcnar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efcktifitas 
pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak 
diperkenankan pemberian honorarium ganda (hanya membentuk 
1 (satu) tim/satgas/panitia). 
Penganggaran belanja pegawai diuraikan kc dalam jenis belanja 
pcgawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja 
berkenaan. 

b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke 
dalam jenis bclanja pegawai, obyek belanja honorarium dan 
rincian obyek bclanja honorarium PNSD. Besaran honorarium 
bagi PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Daerah. 

2. Bclanja Barang dan Jasa 
a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam 

kegiatan yang besarannya ditctapkan dengan kcputusan 
Kepala Daerah. 
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b. Penyanaran untuk Jaminan Kcschatan baj epawai 
ercrintah Non Pcpyawai Nori, yaitu peawai tidak tctap, 

prawai honorer, tnf khusus dan pcyawai lain yan 
dibayarkan olch APBD, dinnarkan dalamn AD dcman 
mwmpcdomnani Undan-Undany Nomnor 40 Tahun 2004, 
UJndan-Undang Nornor 24 Tahun 2011 dan craturan 
Prcsiden Nomor 12 Tahun 2013, scbagaimnana tclah diubah 
bcbcrapa kali tcrakhir dcnyan Pcraturan Prcsidcn Nomor 19 
Tahun 2016. 

c. Pcnganaran uang untuk dibcrikan kcpada pihak 
kctiga/masyarakat, hanya dipcrkcnankan dalam rang,ka 
pcmnbcrian hadiah pada kcgiatan yang bcrsifat pcrlombaan 
atau pnharaan ata suatu prcstasi, 

d. Penanaran bclanja barang pakai habis discsuaikan dcngan 
kcbutuhan nyata yang didasarkan atas pclaksanaan tugas dan 
fungsi SKPD, jumlah pcgawai dan volume pckcrjaan scrta 
mcmpcrhitungkan cstimasi sisa pcrscdiaan barang Tahun 
Anyaran 2019. 

c. cngembanan pclayanan kcschatan di luar cakupan 
pcnyclenaraan jaminan kcschatan yang discdiakan olch 
BP.JS yang dibcrikan kcpada Kepala Dacrah/Wakil Kepal 
Darrah hanya bcrupa pclayanan medical check up scbanyak l 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk kcluarga (satu 
istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemcliharaan 
keschatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan 
kegiatan pada SKPD yang sccara fungsional tcrkait 
scbagaimana maksud Peraturan Pemcrintah Nomor 10 
Tahun 2000 tcntang Kcdudukan Kcuangan Kcpala Dacrah 
dan Wakil Kcpala Dacrah. 
Sclanjutnya, pcngembangan pclayanan kcschatan di luar 
cakupan penyclenggaraan jaminan keschatan yang 
discdiakan olch BPJS yang diberikan kcpada Pimpinan dan 
Anggota DPRD hanya bcrupa pelayanan medical check up 
scbanyak 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun, tidak termasuk 
istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan keschatan 
dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada 
SKPD yang secara fungsional tcrkait scbagaimana maksud 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan clan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 
Bcrkaitan dcngan itu, pelaksanaan medical check up 
dimaksud dilakukan di dalam ncgeri dengan tetap 
memprioritaskan Rumah Sakit Umum Dacrah sctempat, 
Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit 
Umum Pusat tcrdckat. 

f. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), 
pcmcrintah dacrah melakukan integrasi Jaminan Kcsehatan 
Dacrah dcngan Jaminan Kcschatan Nasional. 
Penyclenggaraan jaminan keschatan bagi seluruh penduduk, 
terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai 
dcngan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pcmcrintah Nomor 
101 Tahun 2012 tentang Pcncrima Bantuan luran Jaminan 
Keschatan, scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Pcmcrintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 l Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Juran Jaminan Keschatan dan Peraturan 
P:gsiden Nomnor 1 Tahun 2013 scbagaimana tclah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Peraturan Prcsiden Nomor 28 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kctiga Atas Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tcnlang Jaminan Kesehatan, 
yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan 
keschatan mclalui BPJS Kcsehatan yang bersumbcr dari 
APBN, dianggarkan dalam bcntuk program dan kegiatan pada 
SKPD yang menangani urusan keschatan pemberi pelayanan 
kesehatan. 

g. Pcnganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor milik pcmcrintah dacrnh 
dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 
6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan 
besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan dacrah. 

h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kcpada pihak 
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran bcrkenaan, 
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa mempedomani 
peraturan Gubernur yang mengatur tata cara penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan 
pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan 
sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana t.elah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan 
lain di bidang hibah dan bantuan sosial. 
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan 
kepada pihak ketiga/masyarakat pad a tahun anggaran 
berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ ban gun 
barang/jasa yang akan diserahkan kcpada pihak 
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang tcrkait 
dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap 
diserahkan. 

i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka 
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam 
negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, 
dilakukan secara selcktif, frckuensi dan jumlah harinya 
dibatasi scrta memperhatikan target kinerja dari perjalanan 
dinas dimaksud sehingga rclevan dengan substansi kebijakan 
pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding 
dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. 
Khusus penganggaran pcrjalanan dinas luar negeri 
berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Perjalanan Dinas Ke Luar Ncgcri bagi Aparatur Sipil Negara 
Kementerian Dalam Ncgcri dan Pemerintah Daerah, Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan 
keuangan dacrah, pcnganggaran belanja perjalanan dinas 
harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai 
biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan 

biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya 
dibcrikan untuk Gubernur /Wakil Gubernur, 
Buati, 'Wakil Buati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat ,_ _,_.___...,-r .,.. 
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Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan 
kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat 
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak 
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan 
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya 
penginapan scbesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif 
hotcl di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan 
pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara 
lumpsum. 

4) Uang harian dan uang representasi 
lumpsum. 
Standar satuan uang harian perjalanan dinas, 
besarannya harus rasional sesuai dengan pengeluaran 
untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan 
uang saku di daerah tujuan. 

k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang 
mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja 
perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas 
dimaksud mengacu pada kctcntuan perjalanan dinas yang 
ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. 

1. Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
bimbingan teknis atau sejenisnya yang tcrkait dcngan 
pengembangan sumber daya manusia bagi: 
1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; 
2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 
3) unsur lainnya seperti tenaga ahli, 
diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah 
provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal 
terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, 
workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah 
dapat dilakukan secara selcktif dengan memperhatikan aspek 
urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, 
kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan 
penyclcnggara serta manfaat yang akan diperoleh guna 
efisiensi dan efcktifitas penggunaan anggaran daerah serta 
tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. 

m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, 
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, 
workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya 
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, 
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik 
pemerintah daerah. 

n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada 
dalam pcnguasaan pengelola barang, pengguna barang atau 
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan 
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

dibayarkan secara 
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3. Belanja Modal 
a. Pcmerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanj; 

modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk 
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana 
yang terkait langsung dengan peningkatan pclayanan publik 
serta pertumbuhan ekonomi daerah. 

b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang 
dilakukan dalam rangka pembelian/pcngadaan aset tetap yan 
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pcmerintahan dacrah, 
dan batas minimal kapitalisasi aset. 
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tcrscbut 
adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh 
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asct 
sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud 
dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemcrintah 
Nomor 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis Standar Akuntansi 
Pemerintahan Nomor 71 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud 
Berbasis Akrual. 

c. Segala biaya yang dike]uarkan setclah perolehan awal aset 
tctap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai 
batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan 
memperpanjang masa manfaat atau yang membcrikan 
manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk 
peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau 
peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal 
sebagaimana dimaksud daJam Lampiran I PSAP Nomor 7, 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan 
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah 
berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan 
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan 
mengutamakan produk-produk dalam negeri. 
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik 
daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang 
milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang 
milik daerah yang disusun dengan memperhatikan 
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta 
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, 
perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan 
salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan 
anggaran untuk kebutuhan barang milik dacrah yang baru 
(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan 
RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
dimaksud berpedoman pada standar barang, standar 
kebutuhan dan/ a tau standar harga, pen eta pan standar 
kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan 
pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana 
diatur dalam Pasal 9 ayat ( 1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. 

KAO 
MK'M 

ASISTEN I SEKDA 

h 
l l 

Dipindai dengan CamScanner 



Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan 
bangunan milik dacrah mempcdomani Pcraturan Presiden 
Nomor 73 Tahun 2011 ten tang Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara. 

e. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ten tang 
Penyelcnggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 
tcntang perubahan Keempat atas Peraturan Presidcn Nomor 71 
Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Pengadaan Tan ah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 ten tang Biaya Operasional 
dan Biaya Pendukung Pcnyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pcmbangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari 
APBD. 

4. Lain-lain : 
a. Mcnjamin tersedianya alokasi anggaran untuk membiayai 

kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years contract) 
pada SKPD yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan 
bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 

b. Pengalokasian anggaran ke dalam jenis belanja langsung agar 
mengacu kepada : 
1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Kebijakan 

Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat; 

2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Kode Rekening 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020; 

3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Standar Biaya 
Tahun Anggaran 2020. 

c. Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD. 
RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan o1eh 
PPKD selaku SKPD; 
RKA-PPKD digunakan untuk menampung: 
1) pendapatan yang berasal dari dana pcrimbangan dan 

pendapatan hibah; 
2) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja 

bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, 
dan belanja tidak terduga; dan 

3) penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan 
daerah. 

d. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan 
belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang 
pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki 
dasar hukum yang melandasinya. 

e. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak 
selesai pada Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) 
dengan berpedoman pada Pasal 138 Peraturan Mentcri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah 
bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
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1) Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun 
Anggaran 2019. 

2) Dituongkan kc dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2020 sesuai 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kcrja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan 
berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

3) DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam 
DPAL SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut: 
a) Penelilian tcrhadap penyebab keterlambatan penyelesaian 

pckcrjaan, sepanjang penycbabnya di luar kelalaian 
Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, 
kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan. 
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan 
kelalaian Penyedia Barang/ Jasa a tau Pengguna 
Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga 
kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

b) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah 
tcrlcbih dahulu dilakukan pengujian terhadap : 
1. Sisa DPA-SKPD yang bclum diterbitkan SPD dan/ atau 

belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2019 atas 
kegiatan yang bersangkutan; 

ii. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D 
Tahun Anggaran 2019; dan 

iii. SP2D yang bclum diuangkan. 
f. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan 

yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar 
ditampung kembali di dalam pcrubahan APBD Tahun Anggaran 
2020 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan. 

g. Kegiatan yang dapat dibuatkan OPAL harus memenuhi kriteria 
bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, 
akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna 
barang/jasa (force majeure). 

h. Pergeseran anggaran kegiatan : 
1) Dalam rangka tertib pengelolaan administrasi di Bidang 

Anggaran, maka untuk kegiatan yang sudah diterbitkan Surat 
Penyediaan Dana (SPD)nya tidak dapat untuk dilakukan 
pergeseran termasuk kegiatan yang belum dilaksanakan 
namun SPDnya sudah diterbitkan. 

2) Pergeseran anggaran kegiatan/revisi memenuhi kriteria : 
a) Belanja Mengikat adalah merupakan belanja yang 

dibutuhkan sccara terus-menerus dan harus dialokasikan 
oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan sesuai Pasal 106 ayat (3) Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuan an Daerah. 
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b) Belanja Wajib adalah untuk terjaminnya kelangsungan 
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat 
antara lain pendidikan dan keschatan dan/ atau 
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sesuai Pasal 
106 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

c) Belanja Darurat, sckurang-kurangnya memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pcmerintah daerah dan tidak dapat diprediksi 
scbelumnya; 

- tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
- berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah 

daerah; dan 
- memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang diseba bkan oleh kcadaan 
darurat. 

sesuai Pasal 162 ayat (1) Permendagri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13 Tahun 
2006. 

d) Belanja Mendesak, mencakup : 
- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

angggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
bcrjalan; dan 

- Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kcrugian yang lebih bcsar bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat. 

sesuai Pasal 162 ayat (6) Permendagri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13 Tahun 
2006 

i. Apabila dalam asistensi/pcmbahasan RKA-SKPD terjadi 
pengurangan anggaran kegiatan, maka hasil pengurangan 
anggaran kegiatan dimaksud dapat diproyeksikan oleh TAPD 
pada kegiatan-kegiatan prioritas daerah lainnya. 
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